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SUAP USD 27.258 DAN RP 50 JUTA DALAM GOODIE BAG '

EROMPI ORANYE, HS RESMI TERSANGKA

DIBORGOL: Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) memakai rompi tahanan resmi ditahan KPK, Jakarta, kemarin (3/6). KPK menetapkan HS sebagai tersangka kasus suap
perizinan apartemen. Selain HS, KPK juga menahan Kepala Dinas DPMPTSP Kota Jogja Nurwidhihartana, sekpri sekaligus ajudan HS Triyanto Budi Yuwono, serta Oon Nusihono.

JOGJA, Radar Jogja - Mantan
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti
(HS) resmi ditetapkan sebagai ter-
sangka oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Menyan-
dang rompi tahanan KPK
berwarna oranye, HS di-
jajarkan dengan tiga ter-
sangka lain. Satu di anta
ranya berstatus aparatur
sipil negara (ASN) Pemkot
Jogja.

Wakil Ketua KPK Alexander Mar-
wata mengungkapkan, KPK awal-
nya menangkap 10 orang pada
Kamis (2/6) sekitar pukul 12.00
Penangkapan dilakukan di Jogja-
karta dan Jakarta. Diawali ditang-
kapnya HS.

Kemudian disusul Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayan-
an Terpadu Satu Pintu Perizinan
(DPMPTSP) Kota Jogja Nurwidhi-
hartana dan Kepala Dinas PUPKP
Kota Jogja Hari Setyowa-
cono serta Sekpri sekali-
gus ajudan HS, Triyanto
Budi Yuwono.
Kemudian NH, staf Di-
nas PUPKP Kota Jogja dan
MNE staf Dinas PUPKP
Kota Jogja. Dari pihak
swasta Oon Nusihono selaku Vice
President Real Estate PT Summa-
recon Agung Terbuka; DD selaku
manajer perizinan PT Summa-
recon Agung Terbuka; AK selaku
Head of Finance PT Summarecon
Agung Terbuka, dan SW, direktur
PTGS ¥ Baca Berompi... Hal 2
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Sambungan dari hal 1

Dari 10 orang terperiksa itu,

bag. Uang itu diduga merupa-
kan suap dari Oon kepada HS

dan Nurwidhi yang diberikan
KPK menaikkan status empat  melalui Triyanto. "Diduga tin-
orang menjadi tersangka. Me-  dak pidana korupsi telah ter-
reka adalah Haryadi Suyuti, jadi sejak 2019," ungkap Alex.
Nurwidhihartana, Triyanto,dan ~ Dijelaskan, Oon mengajukan
OonNusih KPK - izin dirikan bagunan (IMB)
kan uang senilai USD 27.258  Royal Kedaton yang beralamat

yang dikemas dalam goodie

di Jalan Kemetiran, Gedong-

tengen, Kota Jogja. Wilayah

ini cagar

kapi dengan pemberian sejum-
I

budaya. Proses berlanjut sam-
pai tahun 2021. Oon pun mem-
buat kesepakatan dengan HS.
Antara lain, HS berkomitmen
akan selalu mengawal permo-
honan IMB dengan memerin-
tahkan Kadis DPMP untuk se-
geramemberi izin IMB. Dileng-

g selama proses berlang-
sung. "Selama proses perizin-
an, diduga terima suap minimal
Rp 50 juta dari Oon untuk HS
dan Nurwidhi melalui Triyanto,"
jabarnya.

Oon melakukan suap terhadap
HS untukmelancarkan pemba-
ngunan Royal Kedaton. Sebab

dari kajian Dinas PUPKP, di-
temukan syarat pembangunan
yang menyalahi. Seperti keti-
daksesuaian dasar bangunan.
Khususnya terkait tinggi bangu-
nan dan derajat kemiringan
bangunan dari ruas jalan.
HS yang mengetahui kendala

ini segera menerbitkan reko-

mendasi yang mengakomoda-
si permohonan Oon. Dengan

jelasnya.

Temuan ini menjadi perhati-
an khusus KPK. Lantaran Jogja
merupakan kota pariwisata,

Tindak Pidana Korupsi sebagai-
mana telah diubah dengan Un-
dang-undang No 20/2001 ten-
tang Perubahan Atas UU No

sehingga hotel dan ap
menjamur. "Bukti baru didapat
sekarang. Laporan dari masya-
rakat cukup lama kami dengar
terkait proses perizinan berma-
salah. Ini perhatian kami di KPK.
Apakah dalam proses ini diberi-

lebi};i ba‘tasramran maksimal,
sehingga IMB dapat diterbitk

gz lontamya.
Atas perbuatan itu HS, Nur-

"Dalam aturan wilayah cagar
budaya, tinggi maksimal sesu-
ai perda adalah 32 meter. Tapi
yang diajukan Oon 40 meter,”

widhi dan Triyanto disangkak

sebagai penerima suap. Mere-
ka dikenakan Pasal 12 hurufa
atau b atau Pasal 11 UU No
31/1999tentang Pemberantasan

31/1999 tentangF
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal
55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara Oon sebagai pem-
beri, dikenakan Pasal 5 ayat (1)
hurufaataubatau Pasal 13UU
No 31/1999 tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah
dengan UU No 20/2001 tentang
Perubahan Atas UU No 31/1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat
(1) ke 1 KUHP. (fat/laz/rg)

Instansi

Nilal Berita

Sifat

Tindak Lanjut

1. Dinas PUPKP

2. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu P

Netra

Segera

Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

lg. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005



http://www.tcpdf.org

